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ABSTRAK 

 

Strategi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam Meningkatkan Layanan 

Kebahasaan 

 

Sun’an Yohantho 

sunan.yohantho@gmail.com 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan unsur apa saja yang menjadi 

kendala atau hambatan dalam melaksanakan pengembangan kompetensi dan 

medeskripsikan strategi mengatasi hambatan pengembangan kompetensi ASN di 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa). Metode yang 

digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada narasumber 

strategis, ahli, dan manajer serta melakukan telaah dokumen. Dalam penelitian 

menyajikan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Badan 

Bahasa sebagai dasar visibilitas penelitian. Hasil penelitian ditemukan beberapa 

faktor hambatan dalam memberikan layanan kebahasaan dan faktor penghambat 

dalam pengembangan kompetensi ASN Badan Bahasa. Temuan faktor penghambat 

pengembangan kompetensi adalah kesadaran individu dalam pengembangan diri,  

ketersediaan anggaran, metode pengembangan kompetensi, belum tersedia rencana 

induk pengembangan kompetensi, pelaksanaan manajemen talenta, demotivasi 

pegawai, awareness, pegawai tidak engage, regulasi pengembangan kompetensi, 

dan formulasi evaluai atas pelaksanaan pengembangan kompetensi belum 

dilaksanakan dengan baik. Untuk menanggulangi hambatan layanan kebahasaan 

dan hambatan pengembangan kompetensi tersebut diperlukan strategi 

berkesinambungan dan model pengembangan kompetensi kebahasaan guna 

meningkatkan layanan kepada masyarakat. 

 

Kata kunci: hambatan layanan kebahasaan, hambatan pengembangan kompetensi, 

strategi mengatasi pengembangan kompetensi ASN Badan Bahasa, model 

pengembangan kompetensi kebahasaan  
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ABSTRACT 

 

Strategy for Developing Civil Servant Competencies at the Agency for 

Language Development and Cultivation in Improving Language Services 

 

Sun’an Yohantho 

sunan.yohantho@gmail.com 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

This study aims to identify the constituent elements that pose constraints or 

obstacles in the implementation of competency development, as well as to describe 

strategies for mitigating such obstacles in the context of civil servant (ASN) 

competency development at the Language Development and Fostering Agency 

(Badan Bahasa). The research employs a qualitative method with a case study 

approach. Data were collected through in-depth interviews with strategic 

informants, experts, and managers, complemented by document analysis. The study 

presents a SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) analysis of 

Badan Bahasa, which serves as the foundational framework for the research's 

viability. The findings reveal multiple inhibiting factors in the delivery of language 

services, as well as constraining factors in ASN competency development at Badan 

Bahasa. The identified impediments to competency development include: individual 

self-awareness in professional development, budgetary availability, competency 

development methodologies, the absence of a master plan for competency 

development, the implementation of talent management, employee demotivation, 

lack of awareness, employee disengagement, regulatory frameworks governing 

competency development, and the inadequate formulation and execution of 

competency development evaluations. To address both the barriers to language 

service delivery and the obstacles to competency development, a sustainable 

strategy and a comprehensive model for linguistic competency development are 

imperative in order to enhance public service quality. 

 

Keywords: obstacles to language service delivery, constraints on competency 

development, strategies for overcoming obstacles to ASN competency development 

at Badan Bahasa, and a model for language competency development 
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

A. Latar Belakang 

Untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan 

publik dibutuhkan komitmen kebijakan pemerintah yang menyeluruh 

terutama dalam hal kompetensi SDM, sarana prasarana, dan regulasi 

penjaminan hak kewajiban pemberi layanan maupun penerima layanan. 

Saat ini ada kecenderungan tuntutan masyarakat terhadap layanan publik 

pemerintah dilakukan serba cepat, hemat, dan mudah diakses. Pelayanan 

publik pada era digital dengan kemajuan ilmu pengetahuan revolusi industri 

5.0 dibutuhkan tata kelola pelayanan berdasarkan kecepatan, kecermatan, 

dan ketepatan. Kecepatan memprtimbangkan jumlah alokasi waktu untuk 

memberikan penyelesaian satu produk layanan. Kecermatan menjadi  dasar 

dalam mewujudkan produk layanan secara detail teliti baik sejak proses 

pemohon mengajukan sampai pemohon menerima hasil layanan. Ketepatan 

adalah proses mewujudkan produk layanan dari awal hingga akhir sampai 

ke penerima layanan sesuai dengan aturan. 

Wujud kepuasan pelanggan menjadi akhir puncak prestasi sebuah 

layanan maka dibutuhkan formulasi terbaik yang sering disebut dengan 

layanan prima.  Menurut Rasmadi (2007 p.5) terdapat tiga karakteristik 

pelayanan prima yang menjadi syarat sahnya sebuah layanan yaitu tersedia 

standar pelayanan baku, bersifat istimewa,  dan memberi kepuasan melebihi 

harapan penerima layanan. Bahkan saat ini kesadaran atas implementasi 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 telah banyak diterapkan 

kementerian atau lembaga pemerintah pemberi layanan. Bentuk-bentuk 

layanan yang saat ini masih sangat dibutuhkan masyarakat adalah layanan 

pendidikan, lowongan pekerjaan, pengajaran, kesehatan, izin usaha, 

komunikasi informasi, kependudukan, jaminan sosial, energi, perbankan, 

perhubungan, dan sumber daya alam. Kualitas layanan atas kinerja 

penyelenggaraan layanan publik saat ini dapat dipantau dan dievaluasi 
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secara langsung baik melalui daring maupun luring oleh masyarakat melalui 

layanan aduan sehingga masukan apapun dari pengguna layanan akan 

segera ditindaklanjuti untuk perbaikan.  

Tidak dikecualikan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 

(Badan Bahasa) sebagai eselon I di bawah Kementerian Pendidikan Dasar 

dan Menengah (Kemendikdasmen) juga memiliki beberapa produk layanan 

kebahasaan untuk dimanfaatkan oleh publik. Saat ini produk layanan 

Kemendikdasmen terangkum dalam satu naungan bernama Rumah 

Pendidikan. Di dalam Rumah Pendidikan terbagi dalam beberapa ruang 

seperti Ruang GTK, Ruang Murid, Ruang Sekolah, Ruang Bahasa, Ruang 

Pemerintah, Ruang Mitra, Ruang Publik, dan Ruang Orang Tua. Dari 

beberapa ruang tersebut merupakan perwujudan penyediaan komunikasi 

publik dan keterbukaan informasi atas keseluruhan produk yang dihasilkan 

oleh lembaga pemerintah terutama Kemendikdasmen.  

Secara khusus terdapat layanan kebahasaan untuk dimanfaatkan 

masyarakat dengan sebutan Ruang Bahasa. Di dalamnya tersedia menu 

layanan kebahasaan yang sudah distandarkan. Beberapa layanan 

kebahasaan yang sudah distandarkan dan dimaklumatkan sebagai bentuk 

tugas dan fungsi Badan Bahasa adalah Layanan Perkamusan untuk 

Pendampingan Penyusunan Kamus, Layanan Laboratorium Kebinekaan 

Bahasa dan Sastra, Layanan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Layanan Ahli Bahasa Luring dan 

Daring, Layanan Fasilitasi Kebahasaan dan Kesastraan, Penyediaan 

Fasilitator Bimbingan Teknis Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), 

Penyediaan Bahan Ajar BIPA Berbasis Multimedia untuk Keperluan 

Nonkomersial, Penyediaan Pengiriman Pengajar BIPA dari Indonesia, 

Penyediaan Penugasan Tenaga Pengajar BIPA secara Daring, Penyediaan 

Penugasan Tenaga Pengajar Lokal BIPA, Layanan Perjemahan Tulis dan 

Lisan, dan Layanan Peminjaman Sarana. 
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 Untuk memberikan pelayanan kebahasaan kepada masyarakat 

dengan hasil maksimal maka sangat dibutuhkan Aparatur Sipil Negara 

(ASN) yang berpengetahuan luas dan mudah menerima perubahan. Saat ini 

juga disebut sebagai era transformasi digital sehingga seluruh ASN Badan 

Bahasa tidak terkecuali, siapapun harus memberikan layanan dengan 

menyesuaikan perkembangan teknologi digital yang ada guna memberikan 

pelayanan kepada masyarakat secara kompetitif. Guna mewujudkan 

layanan kebahasaan yang maksimal selain ditopang oleh regulasi, 

pendanaan, sarana prasarana juga ditopang oleh kualitas SDM. Konstruksi 

kualitas SDM akan berdaya tahan kokoh jika ditopang oleh unsur 

kompetensi dengan pemerolehan melalui pendidikan dan pengembangan 

kompetensi bentuk lain. Seperti yang disampaikan Rahim (2024) bahwa 

peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di tengah gelombang digitalisasi 

merupakan bentuk penanaman modal strategis yang bersifat krusial bagi 

masa depan organisasi terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan. 

Tantangan besar yang dihadapi ASN saat ini adalah kemampuan 

menjalankan fungsi perencanaan, eksekusi, serta melakukan pengawasan 

agenda pembangunan nasional. Layanan kebahasaan sebagai bentuk tugas 

Badan Bahasa tersebut wajib dilaksanakan melalui wujud pelayanan publik 

yang profesional, terhindar dari pengaruh politik, serta bersih dari segala 

bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Secara umum tantangan yang dihadapi Sumber Daya Manusia 

(SDM) pada setiap lembaga pemerintah saat ini adalah kualitas SDM. 

Kegagalan dalam merealisasikan target organisasi dapat diprediksi pasti 

terjadi jika kompetensi SDM yang tersedia tidak memenuhi standar 

kualifikasi yang telah ditetapkan.  Secara jelas diuraikan dalam Undang-

Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) 2025—2045 untuk menjadi negara maju masih 

banyak tantangan Indonesia yaitu terkait dengan kualitas SDM. Pengertian 

tersebut memberikan arah bahwa kualitas SDM merupakan salah satu 
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prioritas dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Operasional 

pelaksanaan RPJPN terutama terkait perwujudan kualitas SDM dituangkan 

juga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2025--2029 yaitu pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sangat bergantung 

pada kualitas modal manusia sebagai fondasi utama pembangunan. Hal ini 

menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang tidak hanya hidup 

sejahtera dan memiliki keluhuran budi pekerti, tetapi juga mampu 

beradaptasi dengan perubahan zaman. Selain itu, juga harus memiliki 

identitas budaya yang maju serta keunggulan kompetitif agar mampu 

bersaing di kancah global demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. 

Untuk menyediakan SDM atau ASN berkualitas terutama untuk 

mewujudkan Indonesia Emas dapat dilaksanakan melalui pengembangan 

kompetensi.  

Seorang ASN tidak hanya dituntut untuk berpengetahuan luas dan 

mudah menerima perubahan tetapi juga harus melaksanakan kewajiban 

setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

pemerintahan yang sah serta menaati peraturan perundang-undangan. Selain 

memiliki kewajiban setiap ASN juga memiliki beberapa hak yang wajib 

diterima. Hak-hak tersebut adalah mendapatkan penghasilan, penghargaan 

berupa motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, 

pengembangan diri, dan bantuan hukum. Terkait dengan pengembangan diri 

seorang ASN juga berhak untuk mendapatkan pengembangan talenta dan 

karier, serta pengembangan kompetensi. Hal tersebut juga merupakan 

kewajiban konstitusional bagi setiap ASN sebagai elemen kunci dalam 

kehidupan birokrasi. 

Berdasarkan hasil asesmen Biro Organisasi dan Sumber Daya 

Manusia (BOSDM) Kemendikdasmen tahun 2025 bahwa kategori 

kompetensi ASN Badan Bahasa digambarkan dalam tabel hasil berikut. 
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Tabel 1.1 

Hasil Asesmen Pegawai Badan Bahasa Tahun 2025 

 

No. Kompetensi 

Persentase 

Kurang 

Optimal 

Cukup 

Optimal 

1 Integritas 34,4 % 65,4 % 

2 Kerja sama 52,8 % 47,0 % 

3 Komunikasi 49,9 % 49,7 % 

4 Orientasi pada hasil 33,2 % 66,3 % 

5 Pelayanan publik 32,8 % 66,7 % 

6 Pengembangan diri dan 

orang lain 

43,5 % 55,4 % 

7 Mengelola perubahan 34,6 % 63,5 % 

8 Pengambilan Keputusan 43,3 % 56,1 % 

9 Perekat Bangsa 40,4 % 59,2 % 

 

 

Tantangan yang dihadapi ASN Badan Bahasa sebagai indikasi 

permasalahan terkait kompetensi pemberi layanan kebahasaan adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 1.2 

Potensi Masalah Akibat Kesenjangan Kompetensi 

No. Fakta Potensi Permasalahan 

1 Kompetensi kerja 

sama 52,8 % ASN 

Badan Bahasa kurang 

optimal 

Pelayanan kebahasaan akan lambat 

(Tanpa kerja sama, koordinasi antar-

anggota tim kerja layanan kebahasaan 

akan macet. Masyarakat seringkali 

dilempar-lempar dari satu meja ke meja 

lain dengan alasan "Itu bukan urusan 

bagian saya." Hal ini menciptakan 

birokrasi yang berbelit-belit) 

Muncul kemungkinan duplikasi 

pekerjaan berakibat pada pemborosan 

anggaran (antar-anggota tim tidak mau 

berbagi data atau bekerja sama, akhirnya 

masing-masing antar-anggota tim 

menyimpan data sendiri-sendiri. 

Hasilnya? Pemborosan anggaran negara 

dan data yang disimpan sendiri-sendiri) 

Konflik Internal dan Lingkungan Kerja 

Toksik (Rendahnya kerja sama memicu 

Sumber:Biro Organisasi dan SDM Kemendikdasmen Tahun 2025 
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ego sektoral. Anggota tim kerja layanan 

kebahasaan akan merasa bersaing secara 

tidak sehat daripada saling membantu. 

Ini menciptakan stres kerja yang tinggi, 

yang berujung membuat raut wajah 

petugas layanan kebahasaan menjadi 

"tidak ramah" pada saat melayani 

masyarakat) 

Gagal inovasi (inovasi di ranah layanan 

kebahasaan saat ini butuh tim kerja 

layanan kebahasaan lintas fungsi (cross-

functional team). Jika ASN Badan 

Bahasa menutup diri, mereka tidak akan 

bisa menciptakan solusi kreatif untuk 

masalah layanan publik kebahasaan 

yang semakin kompleks). 

2 Kompetensi 

komunikasi 49,9 % 

ASN Badan Bahasa 

kurang optimal 

Terjadi kesalahpahaman (tim kerja 

layanan kebahasaan yang kompetensi 

komunikasinya rendah seringkali gagal 

menjelaskan prosedur dengan jernih. 

Akibatnya, masyarakat datang 

membawa berkas yang salah atau tidak 

lengkap. Ini memicu rasa frustrasi bagi 

kedua belah pihak—masyarakat merasa 

dipersulit, dan pelayan bahasa merasa 

lelah karena harus menjelaskan 

berulang-ulang). 

Rendahnya kepercayaan publik (jika 

petugas layanan kebahasaan menjawab 

dengan nada ketus atau tidak menatap 

mata (komunikasi non-verbal yang 

buruk), masyarakat akan merasa tidak 

dihargai. Hal ini menurunkan citra 

Badan Bahasa di mata publik secara 

drastis. 

Eskalasi konflik di ruang layanan 

kebahasaan (petugas yang tidak 

memiliki teknik komunikasi atau 

negosiasi yang baik akan kesulitan 

menenangkan pelanggan yang sedang 

emosi. Bukannya mereda, situasi justru 

bisa meledak menjadi keributan fisik 

atau viral di media sosial dengan dampak 

menimbulkan narasi negatif terhadap 

kredibilitas Badan Bahasa). 
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Kegagalan tujuan program Badan 

Bahasa (jika pelayan kebahasaan tidak 

mampu mengomunikasikan manfaat dan 

cara mengakses layanan maka akan 

terjadi kemungkinan penolakan layanan 

dan masyarakat tidak menggunakan 

layanan kebahasaan). 

3 Kompetensi 

Pengembangan diri 

dan orang lain 43,5 % 

ASN Badan Bahasa 

kurang optimal 

Ketertinggalan pengetahuan teknologi, 

ASN pelayan publik saat ini sudah 

mengarah ke E-Government. Jika tim 

kerja layanan kebahasaan tidak punya 

keinginan belajar mandiri 

(pengembangan diri), mereka akan 

gagap teknologi (gaptek). Berakibat, 

sistem pelayanan digital yang sudah 

dibangun Badan Bahasa dengan biaya 

mahal akan tidak maksimal di tangan 

operator/ASN yang tidak mau belajar 

cara menggunakannya. 

Resistensi terhadap perubahan, tim kerja 

layanan kebahasaan dengan 

pengembangan diri rendah cenderung 

merasa "cara lama adalah cara terbaik." 

Mereka akan menolak inovasi atau 

prosedur baru yang lebih efisien karena 

merasa repot harus belajar lagi. Ini 

adalah penghambat utama reformasi 

birokrasi. 

Penurunan motivasi, tanpa 

pengembangan diri, pekerjaan yang 

dilakukan selama puluhan tahun akan 

terasa monoton dan membosankan. 

Karena tidak punya keahlian baru, 

mereka tidak melihat peluang karier 

yang lebih baik, sehingga bekerja hanya 

sekadar "menggugurkan kewajiban" 

tanpa semangat. 

Ketidakmampuan menangani masalah 

kompleks dalam layanan kebahasaan, 

aduan lewat media sosial atau langsung 

ke ULT tidak akan mendapatkan solusi 

yang relevan dengan kondisi saat ini. 

4 Kompetensi 

Pengambilan 

Keputusan 43,3 % 

Menimbulkan sikap saling lempar 

tanggung jawab, untuk hal yang sepele 

dan kecil-kecil akan dijawab menunggu 
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ASN Badan Bahasa 

kurang optimal 

arahan pimpinan. Hal tersebut berakibat 

pada boros waktu, yang seharusnya bisa 

diproses saat itu akan mundur di lain 

waktu. 

Ketidakpastian bagi masyarakat, tim 

kerja layanan kebahasaan harus mampu 

menciptakan citra bahwa Badan Bahasa 

profesional dan memiliki standar yang 

jelas. 

Kegagalan menangani situasi darurat, 

seperti keterlambatan mengambil 

keputusan dalam memberikan layanan 

bahasa hukum bisa berakibat fatal pada 

pengguna layanan. Tanpa kompetensi 

pengambilan keputusan, tim kerja 

layanan kebahasaan akan terpaku pada 

aturan yang kaku meskipun situasi di 

lapangan membutuhkan tindakan cepat 

untuk menyelesaikan kasus hukum di 

masyarakat. 

Minim peluang inovasi, pengambilan 

keputusan berkaitan erat dengan 

manajemen risiko. Tim kerja layanan 

kebahasaan yang takut salah atau takut 

mengambil keputusan biasanya tidak 

akan memiliki peluang menemukan cara 

baru yang lebih efisien dalam 

memberikan pelayanan. 

 

 

Pada tahun 2022 telah dilakukan Uji Kemahiran Berbahasa 

Indonesia (UKBI) dengan sasaran seluruh ASN Badan Bahasa dan 

menghasilkan nilai sesuai tabel berikut.  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Biro Organisasi dan SDM Kemendikdasmen 2025 
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Tabel 1.3 

Data Hasil UKBI ASN Badan Bahasa Tahun 2022 

 

 

Data hasil UKBI tersebut menunjukkan terdapat 1 (0,09%) ASN 

dengan hasil Istimewa artinya hasil pengujian menunjukkan bahwa subjek 

memiliki kompetensi kemahiran yang paripurna dalam penggunaan bahasa 

Indonesia, baik pada ranah lisan maupun tulisan. Kemampuan tersebut 

mencakup kelancaran berinteraksi tanpa hambatan dalam berbagai konteks, 

mulai dari ranah pribadi, kemasyarakatan, hingga kebutuhan profesional 

dan akademik. 

ASN yang memiliki predikat Sangat Unggul sejumlah 222 

(19,61%). Data tersebut menunjukkan bahwa subjek uji menguasai bahasa 

Indonesia pada level yang sangat mumpuni, baik dalam bentuk verbal 

maupun tekstual. Meskipun yang bersangkutan mampu berinteraksi tanpa 

kesulitan untuk kebutuhan dasar hidup, relasi sosial, dan aktivitas pekerjaan, 

hambatan masih ditemukan saat menghadapi wacana akademik yang 

bersifat kompleks.  

Sejumlah 279 (24,65%) ASN berpredikat Unggul. Capaian predikat 

tersebut mencerminkan bahwa peserta uji telah menguasai bahasa Indonesia 

sumber: https://ukbi.kemdikbud.go.id 
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dengan sangat baik, baik dalam ranah lisan maupun tulisan. Kapasitas ini 

memungkinkannya untuk berinteraksi tanpa hambatan dalam konteks 

kebutuhan dasar (sintas) serta kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut, yang 

bersangkutan menunjukkan kemandirian komunikasi yang kuat dalam 

lingkup pekerjaan, mencakup tugas-tugas profesional dengan tingkat 

kerumitan yang beragam.  

Sejumlah 299 (26,41%) ASN berpredikat Madya.  Capaian predikat 

tersebut mencerminkan bahwa subjek memiliki kompetensi bahasa 

Indonesia yang cukup mumpuni, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. 

Meski kapasitas komunikasinya sudah efektif untuk memenuhi kebutuhan 

dasar serta interaksi sosial, yang bersangkutan masih menghadapi tantangan 

teknis ketika harus menjalankan tugas-tugas profesional yang memiliki 

tingkat kerumitan tinggi. 

Sejumlah 161 (14,22%) ASN berpredikat Semenjana. Capaian 

predikat ini mencerminkan bahwa subjek memiliki kompetensi bahasa 

Indonesia yang cukup, baik pada ranah lisan maupun tulisan. Dalam 

praktiknya, peserta uji mampu berinteraksi tanpa hambatan pada lingkup 

profesi dan sosial yang bersifat sederhana. Namun, kapasitas 

komunikasinya masih sangat terbatas jika dihadapkan pada diskursus ilmiah 

serta urusan keprofesian maupun kemasyarakatan yang memiliki tingkat 

kerumitan tinggi. 

Sejumlah 118 (10,42%) ASN berpredikat Marginal. Capaian 

predikat tersebut mencerminkan bahwa kompetensi bahasa Indonesia 

subjek uji, baik secara lisan maupun tulisan, masih tergolong rendah. 

Meskipun yang bersangkutan mampu berinteraksi dalam lingkup sosial 

yang sederhana, hambatan nyata muncul saat menghadapi situasi 

kemasyarakatan yang lebih rumit. Dengan keterbatasan tersebut, peserta 

dinilai belum memiliki kesiapan untuk berkomunikasi dalam ranah 

profesional, terlebih dalam konteks akademik atau keilmiahan yang 

menuntut akurasi tinggi. 
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Sejumlah 45 (3,98%) ASN berpredikat Terbatas. Hasil pengujian ini 

mengindikasikan bahwa kompetensi bahasa Indonesia subjek, baik secara 

lisan maupun tertulis, masih berada pada tingkat yang sangat terbatas. 

Kemampuan komunikasinya hanya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 

dasar hidup atau bertahan saja. Meski demikian, predikat ini juga 

menunjukkan adanya peluang yang sangat terbuka bagi yang bersangkutan 

untuk mengembangkan kapasitas bahasanya ke level yang lebih tinggi di 

masa mendatang. 

Terdapat 7 (0,62%) ASN yang tidak memiliki predikat artinya 

pegawai tersebut belum termasuk dalam klasifikasi standar Kemahiran 

Berbahasa Indonesia. Kriteria tersebut merujuk pada sejauh mana seseorang 

memahami kaidah bahasa dan terampil menggunakannya, mencakup 

komunikasi lisan serta kemampuan menulis. 

Dari data UKBI tersebut dapat diambil simpulan bahwa masih 

terdapat kesenjangan kompetensi Kemahiran Berbahasa Indonesia untuk 

menopang layanan kebahasaan terutama 26,41% ASN masih menghadapi 

tantangan teknis ketika harus menjalankan tugas-tugas profesional yang 

memiliki tingkat kerumitan tinggi, 14,22% kapasitas komunikasinya masih 

sangat terbatas jika dihadapkan pada diskursus ilmiah serta urusan 

keprofesian maupun kemasyarakatan yang memiliki tingkat kerumitan 

tinggi, 10,42% belum memiliki kesiapan untuk berkomunikasi dalam ranah 

profesional, terlebih dalam konteks akademik atau keilmiahan yang 

menuntut akurasi tinggi, 3,98% kemampuan komunikasinya hanya 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup atau bertahan saja, dan 

0,62% belum termasuk dalam klasifikasi standar Kemahiran Berbahasa 

Indonesia. Pentingnya kemahiran berbahasa Indonesia dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat menjadi kunci utama dalam 

mengkomunikasikan sebuah produk layanan. Bahkan ditegaskan oleh 

Suhendar dan Pien Supinah (1994) bahwa bahasa memugkinkan  manusia 

untuk membangun kebudayaan serta menguasai ilmu pengetahuan serta 
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meningkatkan kualitas kehidupan serta dapat mempengaruhi arah perilaku 

manusia. Sikap masyarakat terutama dalam perubahan tata nilai, sikap, 

kedisiplinan, tidak memiliki tujuan berkualitas, tidak memiliki prinsip, 

mudah goyah hal tersebut juga akan tercermin dalam sikap berbahasa 

Indonesianya. Penguasaan kompetensi kemahiran bahasa Indonesia sangat 

penting bagi ASN Badan Bahasa dengan mitra layanan. Karena Menurut 

Bahren Umar Siregar (2011) bahasa Indonesia memiliki peranan penting 

dalam mewujudkan nasionalisme Indonesia terutama dalam urusan 

pemerintah sebagai alat komunikasi admininistrasi negara, alat 

perhubungan untuk tujuan transaksional, dan interaksional. Disebutkankan 

juga dalam Permenpan Nomor 6 Tahun 2022 bahwa ASN perlu ada standar 

perilaku kerja berorientasi pelayanan yang menekankan pentingnya 

ketenangan dalam menghadapi tekanan serta konsistensi komunikasi efektif 

terhadap pengguna layanan. Komunikasi tim kerja layanan kebahasaan 

menjadi kunci keberhasilan layanan kebahasaan. 

Dari data kesenjangan kompetensi dan hasil UKBI yang ada tersebut 

maka tata kelola ASN pada Badan Bahasa harus ditangani secara 

profesional, berkelanjutan, dan terukur. Isu pengembangan komptensi harus 

selalu diperhatikan serius guna meningkatkan kinerja layanan Badan 

Bahasa. Implementasi pengembangan kompetensi dilakukan secara terus 

menerus merata bertujuan agar Badan Bahasa tetap relevan dengan 

tantangan zamannya terutama untuk mengupayakan implementasi layanan 

kebahasaan yang sesuai dengan kaidah standar bagi segenap jajaran 

pegawainya. Tuntutan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan 

konteks dan situasi kebutuhan bertujuan agar Badan Bahasa mampu 

mewujudkan budaya kerja RAMAH (responis, akuntabel, melayani, 

adaptif, harmonis) dan SANTUN (setia, amanah, negarawan, teladan, 

unggul, dan ngemong).  

Begitu penting kompetensi sehingga menurut Sun’an (2026) kualitas 

SDM menjadi prasyarat untuk mencapai tujuan Program Pembangunan 
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Kebahasaan dan Kesastraan. Dari alasan tersebut sangat jelas perlu 

dilakukan intervensi kebijakan peningkatan komptensi bagi seluruh ASN 

Badan Bahasa. Untuk itulah penelitian ini dilakukan untuk membahas 

tentang  “Strategi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara pada 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam Meningkatkan 

Layanan Kebahasaan”. 

B. Identifikasi Masalah 

Sebagai unit eselon I yang berwenang dalam penyelenggaraan 

pengembangan, pembinaan, serta pelindungan di bidang bahasa dan sastra, 

maka Badan Bahasa berkewajiban membekali seluruh ASN dengan 

kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis untuk melaksanakan 

layanan kebahasaan. Dari hasil identifikasi pokok permasalahan yang 

ditemukan pada Badan Bahasa yaitu 

1. Selaku unit eselon I yang mengemban mandat dalam mengelola 

pengembangan, pembinaan, serta pelindungan di bidang bahasa dan 

sastra masih ditemukan beberapa ASN belum standar kompetensi 

kemahiran berbahasa Indonesia berdasarkan hasil UKBI  ASN Badan 

Bahasa Tahun 2022. 

2. Ditemukan kesenjangan kompetensi berdasarkan hasil asesmen Biro 

Organisasi dan SDM Kemendikdasmen tahun 2025 terutama terkait 

kompetensi kerja sama, komunikasi, pengembangan diri, dan 

pengambilann keputusan ASN Badan Bahasa. 

3. Belum disusun dokumen strategi pengembangan kompetensi untuk 

digunakan sebagai dasar pengembangan kompetensi ASN Badan 

Bahasa. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian penjelasan yang ada pada identifikasi 

masalah, maka formulasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah. 

1. Unsur apa saja yang menjadi kendala atau hambatan dalam 

melaksanakan pengembangan kompetensi di Badan Bahasa? 
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2. Bagaimana strategi pengembangan kompetensi ASN Badan Bahasa 

dalam meningkatkan layanan kebahasaan? 

D. Tujuan Penelitian 

Dari uraian umum sampai dengan uraian khusus dalam latar belakang 

tersebut maka dapat difokuskan tujuan penelitian. 

1. Mendeskripsikan unsur apa saja yang menjadi kendala atau hambatan 

dalam melaksanakan pengembangan kompetensi ASN di Badan Bahasa.  

2. Medeskripsikan strategi pengembangan kompetensi ASN Badan Bahasa 

dalam meningkatkan layanan kebahasaan. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara praktis, penelitian ini diproyeksikan dapat menambah cakrawala 

pemahaman mengenai langkah-langkah strategis dalam meningkatkan 

kompetensi ASN bagi setiap lembaga pemerintah terutama dalam 

memberikan layanan kepada masyarakat.  

2. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori 

pengembangan kompetensi SDM. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

Hasil pencermatan telaah data penelitian sebagai jawaban atas  rumusan 

masalah ditemukan fakta bahwa Strategi Pengembangan Kompetensi ASN pada 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam Meningkatkan Layanan 

Kebahasaan ditemukan beberapa hal sebagai berikut.  

1. Berdasarkan data hasil penelitian ditemukan hambatan pengembangan 

kompetensi ASN Badan Bahasa karena kesadaran individu dalam 

pengembangan diri rendah, ketersediaan anggaran, metode pengembangan 

kompetensi, belum tersedia rencana induk pengembangan kompetensi, 

pelaksanaan manajemen talenta, demotivasi pegawai, awareness, pegawai 

tidak engage, regulasi pengembangan kompetensi, pengembangan 

kompetensi berbasis keinginan, dan formulasi evaluai atas pelaksanaan 

pengembangan kompetensi belum dilaksanakan dengan maksimal.  

2. Ditemukan juga hambatan layanan kebahasaan disebabkan belum optimal 

kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural ASN Badan Bahasa. 

3. Ditemukan formula atau langkah untuk mengatasi kekurangan atau 

kelemahan layanan Badan Bahasa. 

4. Model pengembangan kompetensi ASN Badan Bahasa paling efektif 

dilakukan melalui pendidikan, pelatihan klasikal, dan nonklasikal yang 

difokuskan pada bidang kemampuan teknis kebahasaan, manajerial, dan 

sosial kultural. 

2. Saran 

Memperhatikan pokok-pokok simpulan sebagai kristalisasi atas penelitian 

ini dipandang penting untuk memberikan saran sebagai berikut. 

1. Untuk mewujudkan pengembangan kompetensi ASN Badan Bahasa secara 

berkesinambungan, terarah, dan sesuai sasaran maka peneliti menyarankan 

kepada Badan Bahasa untuk menyusun rencana induk pengembangan 

kompetensi jangka pendek, menengah, dan panjang sebagai dasar acuan. 
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2. Untuk mengantisipasi dampak efisiensi anggaran, Badan Bahasa perlu 

memrioritaskan pengembangan kompetensi ASN melalui learning 

management system (LMS) terutama memaksimalkan corporate university 

Wiyatakinarya Kemendikdasmen. 

3. Peneliti berharap ada peneliti lain yang spesifik mengkaji tentang formulasi 

pengembangan kompetensi ASN bidang layanan kebahasaan guna 

memperkaya wahana keilmuan tentang pengembangan kompetensi ASN. 
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